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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.

Perkembangan perekonomian sekarang ini apalagi krisis ekonomi yang
berkepanjangan, menimbulkan banyaknya pelaku-pelaku usaha yang menjual
berbagai jenis serta variasi barang atau jasa, semua ini sebagai dampak terhadap
semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan pokok dan harga-harga kebutuhan
tersebut yang semakin tinggi sehingga perlu adanya jalan keluar untuk bagaimana
dapat tetap eksis terutama bagi perusahaan-perusahaan juga pelaku-pelaku usaha
maupun masyarakat untuk dapat bertahan dalam era krisis ekonomi yang
berkepanjangan, semakin banyaknya jenis barang atau jasa yang dikonsumsi pada
suatu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang atau jasa
semakin mudah untuk didapat, demikian pula konsumen dapat memilih variasi
atau jenis dan barang atau jasa dari pelaku usaha sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen.

Saat ini Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang kuat dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang tersebut
melindungi hak-hak konsumen yang selama ini selalu dirugikan oleh produk-
produk dari pelaku usaha yang mengabaikan kualitas dan produknya, juga -

menjadi landasan bagi pemerintah serta lembaga perlindungan swadaya
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masyarakat untuk melakukan pendidikan serta pemberdayaan terhadap konsumen.
Sebelum memahami lebih lanjut, sebaiknya kita tinjau terlebth dahulu apa yang
dimaksud dengan pelaku usaha dan konsumen, Undang-Undang No.8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pengertian konsumen dalam pasal 1
no.2 :

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dir1 sendir, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan “.

Serta pasal 1 nomor 3 pengertian pelaku usaha adalah :

“ Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendin maupun bersama-sama melaui peranjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.

Mengenai pengertian konsumen dijelaskan bahwa undang-undang
perlindungan konsumen menekankan bahwa konsumen disini adalah konsumen
akhir yaitu setiap orang yang memakai barang dan jasa, bukan konsumen yang
merupakan bagian dari proses produksi dari suatu produk sehingga konsumen
disini adalah pembeli atau orang yang mengkonsumsi barang untuk dirinya
sendiri.

Dengan adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut
maka diharapkan dapat melakukan pemberdayaan serta pendidikan bagi

konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha yang sekarang ini banyak
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¢

produk-produk yang dihasilkannya merugikan bagi pihak konsumen maka periu
diperhatikan bahwa pendidikan dan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi dirt;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan
informasi;

e. Membubuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujurdan bertanggung jawab dalam
berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanann dan
keselamatan konsumen.'

Demikian pula undang-undang perlindungan konsumen di dalam pasal 2
mengatur mengenail asas-asas dalam hubungan antara pelaku usaha dengan
konsumen yaitu “ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum .
Asas-asas tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan
konsumen adalah terus menerus dan berkesinambungan keduanya saling
membutuhkan, produsen sebagai penghasil barang dan atau jasa serta konsumen
sebagai pemakai akhir barang dan atau jasa untuk diri sendin atau keluarganya
sehingga dalam kegiatannya sehari-hari diperlukannya keseimbangan antara
kepentingan, hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum pelaku usaha dan

konsumen dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

! Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h.98.
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Kepuasan konsumen merupakan kunci sukses sebuah usaha, namun perlu
diperhatikan bahwa kepuasan konsumen terus berubah sesuai perubahan selera
mereka, karena itu sudah merupakan kewajiban pelaku usaha untuk selalu mencari
terobosan, guna mewujudkan kepuasan konsumen yang berkelanjutan. Perlu
diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 4 telah
mengatur mengenai hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan dan
informasi yang benar terhadap kualitas atau mutu barang yang dikonsumsi serta
adanya hak untuk menuntut ganti rugi dan penggantian barang terhadap kerugian
dari pithak konsumen, juga tidak melupakan hak dari pelaku usaha terhadap
adanya itikad buruk dan konsumen.

Pelaku usaha yang menjual makanan atau minuman yaitu katering harus
menonjolkan kualitas makanan yang bermutu sehingga dapat mewujudkan
kualitas makanan yang layak untuk dikonsumsi masyarakat luas. Untuk
mewujudkan kualitas makanan yang sehat tentunya perlu adanya pengujian yang
dilakukan oleh pelaku usaha jasaboga terhadap makanan yang akan dikonsumsi
oleh masyarakat berdasarkan pada undang-undang no. 7 tahun 1996 tentang
pangan , namun dalam era yang serba kompetitif ini pelaku-pelaku usaha tidak
lagi sekedar mengejar target dalam memenuhi kebutuhan konsumen juga
diperlukan tanggung jawab profesional dan tanggung jawab moral dari pelaku
usaha yaitu kejujuran para pelaku usaha jasaboga terhadap pengolahan bahan
sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku schingga terjamin .

keamanannya.
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Dalam perkembangannya sekarang ini banyak pelaku usaha jasaboga yang
bermunculan, hal ini sebagai dampak semakin banyak konsumen yang
mempercayakan jasaboga untuk menyediakan makanan dalam porsi yang besar
untuk dihidangkan pada suatu pesta, pertemuan atau untuk menu santapan bagi
karyawan di suatu perusahaan dan lain sebagainya, namun dalam hal ini penulis
akan memfokuskan pada perlindungan hukum konsumen jasaboga sebagai akibat
mengkonsumsi makanan yang dihidangkan oleh pelaku usaha jasaboga yang
bersangkutan, dalam hal int sering terjadi lemahnya pemeriksaan terhadap kualitas
makanan yang diabaikan oleh pelaku usaha jasaboga sehingga sering terjadi kasus
keracunan terhadap konsumen jasaboga, int menimbulkan kerugian bagi
konsumen jasaboga sebagai pihak yang mempunyai hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/ makanan.

Perlu diingat bahwa aspek yang paling menonjol bagi perlindungan
konsumen disini adalah tanggung jawab dan pelaku usaha , merupakan tanggung
gugat atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu
produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi karena pelaku usaha
dapat merugikan konsumen sejak barang diproduksi oleh produsen, juga dalam
hal penyediaan jasa jasaboga seringkali menimbulkan kerugian apalagi pengusaha
katering yang diperuntukkan bagi karyawan disuatu perusahaan, apabila karyawan
menderita keracunan diakibatkan dari makanan-miakanan yang diolah oleh
katering yang bersengkutan kemungkinan makanan-makanan tersebut sebelumsnya |
tidak dilakukan pengujian atau pemeriksaan oleh pihak jasaboga terlebih dahulu

dan tentunya akan merugikan perusahaan karena para karyawannya tidak dapat
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melanjutkan pekerjaannya, dengan adanya undang-undang tentang perlindungan
konsumen yang mempunyai kedudukan sebagai payung hukum terhadap
konsumen diharapkan dapat melindungi konsumen yang mengatur hubungan
hukum antara konsumen dengan produsen.

Saat ini banyak fenomena bahwa kedudukan produsen dengan konsumen
.tidak seimbang, konsumen selalu dalam posisi yang lemah vyaitu apabila
konsumen dirugikan terhadap produk dari produsen sebagai dampak aktifitas
bisnis mereka untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, perbuatan
pelaku usaha jasaboga tersebut pada konsumen menimbulkan sisi negatif,
konsumen yang mengkonsumsi makanan dari jasaboga akan dirugikan terhadap
makanan yang tidak higienis, dilain pihak pelaku usaha jasaboga dapat
menurunkan citranya karena sudah merupakan konsekuansi logis bahwa pelaku
usaha jasaboga tersebut ada atau survive apabila adanya suatu kepercayaan dari
konsumen, jadi diperlukan adanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku
usaha.

Menurut Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa dalam kegiatan usahanya
produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen
sebagai pelanggan, tanpa dukungan konsumen tidak mungkin produsen dapat
terjamin kelangsungan usahanya, sebaliknya konsumen kebutuhannya sangat
bergantung dari hasil produksi produsen. Setelah produk atau makanan tersebut
siap dijual serta dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya terjadi hubungan yang
bersifat masal untuk itu diperlukan undang-undang untuk melindungi konsumen

terhadap produk dari pelaku usaha yang diwajibkan untuk menjaga mutu barang,
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cara dan prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, Syarat
lingkungan dan sebagainya.2

Dalam kegiatannya pengusaha jasabogapun perlu adanya izin dalam
menjalankan usahanya, dalam hasil wawancara yang dilakukan Badan Pengawas
Obat dan Makanan ( BPOM ) diketahur bahwa ada 2 jenis industri yang berkaitan
dengan jasaboga yaitu industri rumah tangga dan industri besar, informasi yang
didapat bahwa seluruh pelaku usaha jasaboga harus mempunyai izin usaha namun
pelaku usaha jasaboga yang termasuk industri rumah tangga atau industri kecil
masih sedikit yang mempunyai izin usaha, izin usaha kepada industri rumah
tangga tetap diperlukan dan diketahui bahwa sebelum pelaku usaha katering
memproduksi makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, maka harus
terlebih dahulu melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap bahan makanan
yang akan dikonsumsi oleh konsumen®. Dalam hal ini peran Pemerintah daerah
sangat diperlukan bagi pemberian izin usaha, serta diperlukannya penegakan
hukum apabila ada pelanggaran.

Perlunya pengusaha jasaboga untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk
makanan yang mereka hasilkan juga diatur dalam Undang-Undang No. 7
Tahun1996 tentang Pangan dalam pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa :

“ Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan

tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegtatan atau proses produksi

% Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung
, 2000, h. 36. :
3 Wawancara di Badan Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 6 april 2004.
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pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebith dahulu
memeriksa keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan “.

Ada beberapa kasus yang menjadi acuan bagi penulis dan diantaranya
diketahui oleh penulis bahwa jasaboga yang melayani konsumen katering
disamping harus mempunyai 1zin usaha juga pelaku usaha jasaboga yang
bersangkutan harus lolos uji kesehatan dengan golongan B, hal tersebut terjadi
terhadap 100 orang karyawan di PT. Mataram Tunggal Garmen, di Donoharjo,
Sleman yang mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh katering Matahar.
Perusahaan jasaboga tersebut belum mempunyai uji kelayakan golongan B yang
disyaratkan melalut Keputusan Menteri Keschatan Nomor
715/Menkes/SK/V/2003 *. Kemudian yang lainnya adalah kasus PT. Epson
dikawasan Cikarang yang menimpa 228 karyawannya oleh makanan yang
dihidangkan katering milik ibu Yuyun °. Terhadap beberapa kasus diatas terbukti
masth lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pengusaha jasaboga sehingga
menimbulkan kerugian bagi konsumen jasaboga yang mengharuskan pelaku usaha
katering untuk melakukan pemeriksaan makanan sesuai dengan undang-undang
no. 7 tahun 1996 tentang Pangan, hal-hal tersebut diatas membuat penulis untuk
meneliti mengenai pertanggung jawaban pengusaha jasaboga terhadap kerugian

yang telah ditimbulkan.

“Katering Matahari Tidak Memenuhi Standar Kesehatan”, www kompas.Com, Tanggal 20
Februari 2004.

*“Buntut Keracunan Karyawan PT. Epson, Polisi Periksa Pemilik Katering”,www kompas.Com,
Tanggat 23 maret 2004.
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O

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dengan ini penulis
membuat beberapa rumusan masalah yaitu :
I. Apakah kewajiban dan pelaku usaha jasaboga dalam rangka memberikan
perlindungan konsumen ?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen apabila terjadi pelanggaran

yang dilakukan oleh pelaku usaha jasaboga ?

C. PENJELASAN JUDUL.

Adapun judul skipsi yang saya tulis adalah “ Perlindungan Hukum

(319

Terhadap Konsumen Jasaboga “ Selamjutnya terhadap judul tersebut untuk
memudahkan dan memahami kata dari judul yang saya tulis, maka dalam hal ini
saya akan menjelaskan perihal pengertian dan penjelasan dari perlindungan
hukum dan konsumen jasaboga.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala
peraturan perundang-undangan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dalam hal ini
perlindungan hukum di Indonesia merupakan perlindungan hukum yang represif
yang diterapkan oleh peradilan umum di Indonesia adapun yang dimaksud dengan
perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan
untuk menyelesaikan sengketa, dalam hal ini sebagai akibat adanya hubungan

hukum antara kedua belah pihak, yaitu hak salah satu pihak berhadapan dengan
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kewajiban pihak lain sehingga perlu adanya kepastian hukum agar dapat berjalan
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, didalam kaitannya dengan
perlindungan hukum selalt adanya hak vyaitu tuntutan-tuntutan hukum
berdasarkan dari undang-undang atau hukum yang berlaku °.

Kemudian saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen
jasaboga dalam hal in1 konsumen jasaboga adalah setiap orang yang membeli
atau mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh pelaku usaha jasaboga dan
biasanya konsumen jasaboga membeli/memesan makanan dengan jumlah yang
besar hal ini berkaitan dengan pelaku usaha jasaboga untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen,
dikarenakan makanan tersebut dikonsumsi oleh orang banyak sehingga akan
merugikan pelaku usaha jasaboga dan konsumen sendiri jika pelaku usaha
konsumen lalai memenuhi persyaratan kesehatan makanan maka akan dapat
merugikan konsumen yang telah mengkonsumsi makanan tersebut.

Maka dari penjelasan yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasaboga “ Merupakan
periindungan bagi konsumen jasaboga untuk memberikan kepastian hukum
sebagal akibat dan kecerobohan pelaku usaha jasaboga yang tidak memeriksa

terlebih dahulu atau melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang akan

dikonsumsi oleh konsumen.

§ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina [lmu Surabaya, cetakan I, 1987,
h 2
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D. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.

Alasan atau pertimbangan saya menggunakan judul “ Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Jasaboga “ adalah karena jasaboga merupakan bisnis yang
menyediakan makanan dalam jumlah yang besar untuk pertemuan, pesta dan
sebagainya, tentunya apabila makanan dari jasaboga tersebut tidak higenis atau
oleh pelaku usaha jasaboga tidak dilakukan pemeriksaaan terlebih dahulu maka
dampaknya akan berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan dar
jasaboga tersebut, akan tegjadi hubungan yang bersifat masal setelah makan dan
katenng siap untuk dikonsumsi.

Disamping itu pula ada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
melindungi konsumen yang mengatur hubungan hukum antara konsumen dengan
produsen antara lain adanya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi makanan demikian pula adanya kewajiban dari
pelaku usaha untuk menjamin mutu dan kualitas barang yang diperdagangkan, hal
ini berkaitan dengan adanya pemenuhan standar uji kelayakan dan pemeriksaan
makanan pada katering yang memproduksi makanan bagi perusahaan atau untuk
pertemuan —pertemuan lainnya.

Demikian pula dalam kaitannya memberikan perlindungan hukum kepada
konsumen jasaboga maka pelaku usaha jasaboga dalam kegiatannya harus
mempunyai izin dalam hal ini peran dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan
dalam pemberian izin serta penegakan hukum oleh dinas kesehatan, mengenai

pencabutan izin apabila terbukti pelaku usaha jasaboga melakukan pelanggaran
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yaitu tidak melakukan uji kelayakan dan pemeriksaan terhadap kualitas makanan
yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Dan kasus-kasus yang telah ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh jasaboga mulai dan tidak dilakukannya pengujian terhadap
makanan yang telah diatur oleh undang-undang tentang pangan sampai kepada
tidak dimilikinya izin layak sehat golongan B bagi jasaboga, yaitu bukan hanya
pada perusahaan saja namun meliputi jasaboga yang melayani asrama
penampungan, asrama transito atau asrama lainnya,pengeboran lepas pantai,
angkutan umum dalam negeri dan sarana pelayanan kesehatan. Dengan ketentuan
memenuhi persyaratan kebersihan halaman, lantai, pengatur ruangan, ventilasi,
fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan, tempat cuci tangan dan ruang
pengolahan makanan. Persyaratan-persyaratan lebih lanjut diatur oleh keputusan
menteri kesehatan no: 715 /Menkes/sk/V/2003.

Dari alasan-alasan yang telah saya utarakan tersebut bahwa banyak pelaku
usaha jasaboga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hal tersebut sangat
merugikan konsumen sebagai akibat dari mengkosumsi makanan yang tidak
higenis juga mempunyai dampak terhadap produsen atau pelaku usaha jasaboga
yang bersangkutan dalam melakukan usahanya dikarenakan dalam kegiatannya

sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen.

E. TUJUAN PENULISAN.

Skripsi yang saya tulis mempunyai 2 tujuan atau sasaran, yaitu tujuan

akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis disini dimaksud sebagai salah satu
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syarat untuk memperoleh gelar sarjana dibidang hukum khususnya ilmu hukum
bisnis. Sedangkan tujuan praktis disini dimaksudkan untuk mengetahui kewajiban
pelaku usaha katering dalam menjalankan usahanya serta upaya hukum apa saja
yang ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh haknya dari kerugian yang

diakibatkan oleh perbuatan pelaku usaha jasaboga.

F. METODE PENULISAN.

- Metode penelitian yang saya pergunakan sebagai pedoman dalam penulisan
skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Masalah.

Sesuai dengan judul dan maten1 yang saya bahas dalam penulisan skripsi ini
maka tipe penelittan yang saya gunakan adalah secara normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Yang dimaksud dengan
penelitian secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
adalah dengan melakukan analisis pasal-pasal didalam BW, »Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Keschatan
serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang
sedang diteliti yaitu tentang kewajiban pelaku usaha jasaboga serta upaya hukum

oleh konsumen.

b. Sumber Bahan Hukum.

Data untuk menunjang skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
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Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentunya bersifat mengikat serta ada kaitannya terhadap
permasalahan yang sedang dibahas.

Bahan hukum sekunder, yattu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan
hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku literatur, buku-buku
karangan ilmiah, informasi lewat internet dan media cetak yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang sedang dikaji serta saya pergunakan data hasil
penelitian atau studi lapangan di Dinas Kesehatan serta Pengadilan Negen di

Surabaya.

Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan data dalam skripsi ini saya lakukan dengan membaca dan

mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu juga

saya melakukan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan subyek

penelitian di Dinas Kesehatan dan Pengadilan Negeri di Surabaya.

d.

SKRIPSI

Prosedur Pengolahan dan Analisis Bahan hukum.

Pengolahan data dalam skripsi ini saya lakukan dengan menggunakan metode
deduktif, yaitu suatu metode yang bertolak dart hal-hal yang umum menuju
hal-hal yang khusus. Dalam arti kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha dalam
memasarkan produknya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku,
terhadap hal tersebut maka akan saya terapkan pada pelaku usaha katering

dalam memasarkan produknya dalam bentuk pangan,
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Sedangkan untuk analisis datanya saya lakukan dengan membahas
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan menjelaskan secara deskriptif

sehingga akan memperjelas permasalahan yang ada.

G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA.

Dalam sistematika skripsi saya ini, terdin dari 4 bab dan tiap-tiap bab dibagi
menjadi sub bab sehingga tersusun sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, karena didalam bab ini menjelaskan latar
belakang dan rumusan penelitian masalah yang sedang dibahas. Dalam
penelusuran judul yang saya buat terdint dari penjelasan judul dan alasan
pemilihan judul, sedangkan tujuan utama saya adalah untuk mengetahui lebih
jelas mengenai kewajiban pelaku usaha jasaboga dalam memasarkan produknya
dalam bentuk pangan serta upaya hukum apa yang ditempuh oleh konsumen
apabila pelaku usaha jasaboga tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan
pemeriksaan terhadap kualitas makanan yangakan dipasarkan sehingga merugikan
konsumen. Disamping itu dijelaskan metode yang dipergunakan yaitu :
pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumputan data dan analisis data,
serta yang terakhir adalah mengenai pertanggungjawaban sistematika yaitu
bagaimana sknipsi 1 dipertanggungjawabkan sesuai dengan isinya.

BAB 1I Bensikan tentang kewajiban dari pelaku usaha jasaboga dalam
memasarkan produknya dalam bentuk pangan, kemudian akan saya jelaskan

dalam sub bab yang terdiri dani kewajiban pelaku usaha jasaboga ditinjau dari
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perundang-undangan, larangan pelaku usaha jasaboga, pengawasan yang
dilakukan oieh Dinas Kesehatan dan sanksi terhadap pelaku usaha jasaboga.

BAB IIl Berisikan materi yang menitikberatkan pada upaya hukum dari
pihak konsumen jasaboga akibat produk pangan yang dihasilkan dari pelaku usaha ;
jasaboga, kemudian terhadap hal tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut dalam
sub bab yang terdiri dari macam-macam kerugian yang ditimbulkan, dasar
gugatan, penyelesaian sengketa serta pengajuan gugatan class action. ' P

BAB IV Scbagai bab terakhir memuat ringkasan dari seluruh uraian yang

telah dikemukakan sebelumnya dan pembahasan untuk selanjutnya ditank

kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.
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BAB II

KEWAJIBAN PELAKU USAHA
JASABOGA DALAM RANGKA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

SKRIPSI Perlindungan Hukum Terhadap... Haryo Prabawan



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 11

KEWAJIBAN PELAKU USAHA JASABOGA DALAM RANGKA

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Macam-Macam Penggolongan Jasaboga.

1. Jenis-jenis jasaboga.

Dalam kegiatannya ada beberapa jenis-jenis jasaboga yang jangkauan
pelayanan kepada konsumen yang berbeda dan juga persyaratan-persyaratan yang
berbeda pula, schingga penulis perlu untuk menelitt hal-hal yarg barus dipenuhi
dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran kepada konsumen dikarenakan adanya
pengaturan terhadap jenis-jenis jasaboga mengenai persyaratan lokast maupun
bangunan yang dapat mempengaruhi kegiatan pengolahan sampai dengan
penyajian kepada konsumen.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 715/ MENKES/ SK/ 2003 maka
ada beberapa jenis-jenis jasaboga yang melaksanakan kegiatan pengolahan
makanan, hal tersebut tercantum dalam pasal 2 Keputusan Menten Kesehatan
No. 715/ MENKES/ SK/ 2003 yaitu :

(1) Berdasarkan luas jangkauan pelayanan dan kemungkinan besarnya resiko
yang dilayani, jasaboga dikelompokkan dalam golongan A, golongan B, dan
golongan C.

(2) Jasaboga golongan A yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat
umum, yang terdiri atas golongan Al, A2, A3.

(3) Jasaboga golongan B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk :

a. Asrama penampungan haji, '

b. Asrama transito atau asrama lainnya;

¢. Perusahaan;
d. Pengeboran lepas pantai

17
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e. Angkutan umum dalam negeri, dan
f. Sarana Pelayanan Kesehatan.

(4) Jasaboga golongan C, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat
angkutan umum internasional dan pesawat udara.

Setiap jenis-jenis jasaboga tersebut mempunyai persyaratan lokasi, Bangunan,
Pengolahan dan Penyimpanan yang berbeda disamping diperlukannya sertifikat
hygiene sanitasi maka berdasarkan pengaturan yang ada ditentukan pula terhadap
persyaratan tersebut sehingga jasaboga yang bersangkutan dianggap layak untuk

. 7
menjalankan usahanya ‘.

2. Persvaratan-persvaratan dan tata cara dalam memperoleh izin

usahavang harus dipenuhi pengusaha jasaboga menurut jenis-

jenisnya.

Setiap jasaboga mempunyai perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
masing-masing jasaboga, dalam pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan
dijelaskan : l
“ Untuk memiliki izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) jasaboga
harus memiliki sertifikat hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/ kota.”

Kemudian ditentukan pula mengenai tata cara memperoleh sertifikat hygiene

sanitasi sebagai syarat untuk memiliki izin usaha yaitu :*

1. Permohonan.

7 Keputusan Menteri Kesehatan No. 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene
Sanitasi Jasaboga.
® Ibid.
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Untuk memperoleh Sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga, pengusaha
mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota
disertai lampiran-lampiran.

2. Rekomendasi dari asosiasi jasaboga.

a. Perusahaan jasaboga tersebut adalah anggotanya dan telah memenuhi
persyaratan hygiene sanitast jasaboga berdasarkan hasil pemeriksaan yang
telah dilakukan oleh asosiasi.

b. Dalam melakukan pemeriksaan asosiasi harus mempekerjakan tenaga
sanitarian atau tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan mimimal Sarjana
Muda atau D3 yang telah mendapatkan pelatihan dibidang hygiene sanitasi

makanan dan mendapat rekomendasi dan organisasi profesi.

3. Pemeriksaan hygiene sanitasi jasaboga.

Tim yang terdini dari tenaga sanitarian dan tenaga ahli lainnya melakukan
kunjungan dan pemeriksaan untuk menilai kelatkan persyaratan baik fisik, kimia
maupun bakteriologis, dan seluruh rangkaian proses produksi makanan.

4. Penilaian.

Penilaian hygiene sanitasi didasarkan kepada nilai pemeriksaan yang
dituangkan didalam berita acara kelaikan fisik dan benita acara pemeriksaan
contoh/ specimen terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan
kesimpulan pemeriksaan.

S. Pemberian sertifikat latk hygiene sanitasi jasaboga.

Setelah menerima dan menilai kelengkapan surat permohonan sertifikat laik

hygiene sanitasi jasaboga dari pengusaha beserta lampirannya, kepala Dinas
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Kesehatan Kabupaten/ Kota melakukan pemeriksaan lapangan dan apabila telah
memenuhi persyaratan kemudian dikeluarkan sertifikat laik hygiene sanitasi
jasaboga. Jadi sebelum mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas
kesehatan, harus ada rekomendas: dan asosiasi jasaboga termasuk hasil
pemeriksaan fisik, kimia maupun bakteriologis dan seluruh rangkaian proses
produksi oleh asosiasi jasaboga.

6. Masa berlaku sertifikat sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga.

a. Sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga sementara berlaku selama 6 bulan
dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali.

b. Sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga tetap berlaku selama 3 tahun dan
dapat diperbarui atau menjadi batal bilamana terjadi pergantian pemilik,
pindah lokasi/ alamat, tutup dan atau menyebabkan terjadinya keracunan
makanan/ wabah dan jasaboga menjadi tidak laik hygiene sanitasi.

c. Sertifikat laik hygiene sanitasi harus dipasang di dinding yang mudah
dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen.

7. Izin usaha jasaboga.

Izin usaha jasaboga dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai perundang-
undangan yang berlaku dilengkapi dengan sertifikat laik hygiene sanitasi.

Setelah diketahui mengenai tata cara memperoleh sertifikat hygiene sanitasi
sebagali syarat untuk mendapatkan izin usaha, kegiatan jasaboga tentunya
berhubungan dengan kondisi bangunan dan lokasi bangunan hal tersebut sangat
penting untuk menunjang proses produksi atau pengolahan makanan sampai

kepada pemasaran, kebersihan lingkungan lokasi menjadi ketentuan yang wajib
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diperhatikan oleh pelaku usaha jasaboga. Maka ditentukan persyaratan mengenai
iokasi dan bangunan jasaboga yaitu pasal 8 Keputusan Menteri Kesehatan No.
715/ MENKES/ SK/ V/ 2003 :
(1) Lokasi dan bangunan harus sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan ini.
(2) Persyaratan lokasi dan bangunan jasaboga untuk tiap golongan jasaboga
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran 111
Berdasarkan ketentuan tersebut maka ditentukan mengenai persyaratan lokasi
dan bangunan pada masing-masing jenis jasaboga, seperti yang telah disebutkan
bahwa ada beberapa penggolongan jasaboga yaitu golongan A yvang terdint dari
golongan Al, A2, dan A3, golongan B, dan golongan C. Tentunya masing-masing
jasaboga mempunyai kniteria dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan
besamya perusahaan jasaboga yang bersangkutan. Persyaratan tersebut adalah :°
1. Jasaboga golongan Al :
a. Kriteria :
Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan
yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga.
b. Persyaratan :
1). Memenuhi persyaratan umum
2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
a). Pengaturan ruangan :

Ruang pengolahan makanan tidak boleh dipakai sebagai ruang tidur.
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b). Ventilasi/ penghawaan :

(1). Bila bangunan tidak mempunyai ventilasi alam yang cukup,
harus menyediakan ventilasi yang dapat memasukkan udara
segar.

(2). Pembuangan udara kotor atau asap harus tidak menimbulkan
gangguan terhadap lingkungan.

¢). Tempat cuct tangan :

Tersedia tempat cuci tangan yang permukaannya halus dan mudah

dibersihkan.

d). Penyimpanan makanan :

Untuk penyimpanan makanan yang cepat busuk harus tersedia

sedikitnya 1 (satu) buah lemari es (kulkas).

2. Jasaboga golongan A2 :

a. Kriteria :
Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan
yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan :
1). Memenuhi persyaratan jasaboga golongan Al.
2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a). Pengaturan ruang :

Ruang pengolahan makanan harus dipisahkan dengan dinding

pemisah yang memisahkan tempat pengolahan makanan dengan

ruang lain.
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b). Ventilasi/ penghawaan :

d).

Pembuangan asap dart dapur harus dilengkapt dengan alat
pembuangan asap yang membantu pengeluaran asap dapur sehingga

tidak mengotori ruangan.

. Penyimpanan makanan :

Untuk penyimpanan makanan yang cepat busuk harus tersedia

sedikitnya 1 (satu) buah leman penyimpanan dingin yang khusus

dipergunakan untuk keperluan tersebut.

Fasilitas ganti pakaian :

(1). Bangunan harus dilengkapi dengan tempat penyimpanan dan
gant1 pakaian yang cukup.

(2). Fasilitas” gant1 pakaian tersebut ditempatkan sedemikian rupa

sehingga mencegah kontaminasi terhadap makanan.

3. Jasaboga goiongan A3 :

a. Kniteria :

Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan

yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan :

1). Memenuhi persyaratan jasaboga golongan A2.

2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a). Pengaturan ruang :

SKRIPSI

Ruang pengolahan makanan harus terpisah dari bangunan untuk

tempat tinggal.
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b). Ventilasi/ penghawaan :

Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan alat

pembuangan asap dan cerobong asap.

¢). Ruang pengolahan makanan ;

(1),

Q).

Tempat memasak makanan harus terpisah secara jelas dengan
tempat penyiapan makanan matang.

Harus tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat
mencapai suhu -5°C dengan kapasitas yang cukup untuk
melayam: kegiatan sesuai dengan jenis makanan/ bahan

makanan yang digunakan.

d). Alat angkut dan wadah makanan :

().

(2).

3).

(4).

Tersedia kendaraan pengangkut makanan yang khusus dengan
konstruksi tertutup dan hanya dipergunakan untuk mengangkut
makanan jadi.

Alat/ tempat angkut makanan harus tertutup sempurna, dibuat
dari bahan kedap air, permukaan halus dan mudah dibersihkan.
Pada setiap kotak yang dipergunakan sekali pakai untuk
mewadahi makanan harus mencantumkan nama perusahaan
dan nomor izin usaha serta laik hygiene sanitasi.

Jasaboga yang menyajikan makanan tidak dengan kotak, harus
mencantumkan nama perusahaan dan nomor izin usaha serta
laik hygiene sanitasi di tempat penyajian yang mudah

diketahui umum.
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4. Jasaboga golongan B :

a. Kritenia :

Jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama penampungan
Jemaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan serta

angkutan umum dalam negeri dengan pengolahan yang menggunakan dapur

khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan :

SKRIPSI

1). Memenuhi persyaratan jasaboga golongan A3

2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a). Halaman :

Pembuangan air kotor harus dilengkapt dengan grease trap
(penangkap lemak) sebelum dialirkan ke septic tank atau tempat
pembuangan lainnya.

b). Lantai :
Pertemuan antara lantat dan dinding tidak terdapat sudut mati agar

mudah dibersihkan dan tidak menjadi tempat berkumpulnya

kotoran.
c). Pengaturan ruang :
Memiliki ruang kantor dan ruang untuk belajar/ khusus yang
terpisah dan ruang pengolahan makanan.
d). Ventilasi/ penghawaan :
Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan penangkap

asap (hood), alat pembuangan asap dan cerobong asap.
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e). Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan :

(1). Fasilitas pencucian dari bahan yang kuat, permukaan halus dan
mudah dibersihkan.

(2). Setiap peraiatan dibebashamakan sedikitnya dengan larutan
kaporit 50 ppm atau air panas 80°C selama 2 menit

f). Tempat cuci tangan :
Setiap ruangan pengolahan makanan dilengkapi 1 (satu) buah
tempat cuci tangan yang diletakkan dekat pintu.

g). Ruang pengolahan makanan :

(1). Tersedia ruangan tempat pengolahan makanan yang terpisah
dari ruangan tempat penyimpanan bahan makanan mentah.

(2). Tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai
suhu -10°C sampai -5°dengan kapasitas yang cukup memadai
sesual dengan jenis makanan yang digunakan. |

5. Jasaboga golongan C :

a. Kriteria :
Jasaboga yang melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional dan
pesawat udara dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan
mempekerjakan tenaga kerja

b. Persyaratan :
1). Memenuhi persyaratan jasaboga golongan B.
2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a). Ventilasi/ penghawaan :
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(1). Pembuangan asap dilengkapi dengan penangkap asap (hood),
alat pembuangan asap, cerobong asap, saringan lemak yang
dapat dibuka dan dipasang untuk dibersihkan secara berkala.

(2). Ventilasi ruangan dilengkapi dengan alat pengatur suhu ruangan
yang dapat menjaga kenyamanan ruangan.

b). Fasilitas pencucian alat dan bahan :

(1). Terbuat dari bahan logam tahan karat dan tidak larut dalam
makanan seperti stainiess steel.

(2).  Air untuk keperluan pencucian peralatan dan cuci tangan harus
mempunyai kekuatan tekanan sedikitnya 15 psi (1,2 kg/cm2).

c¢). Ruang pengolahan makanan

(1). Tersedia lemari penyimpanan dingin untuk makanan secara
terpisah sesuai dengan jenis makanan/ bahan makanan yang
digunakan seperti daging, telur, unggas, ikan, sayuran dan
buah dengan subu yang dapat mencapai kebutuhan yang
disyaratkan.

(2). Tersedia gudang tempat penyimpanan makanan untuk bahan
makanan kering, makanan terolah dan bahan makanan yang
tidak mudah busuk.

(3). Rak-rak penyimpanan makanan harus mudah dipindah-pindah
dengan menggunakan roda-roda penggerak sehingga ruangan .

mudah dibersihkan.
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Kemudian pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan
sertifikat laik hygiene sanitasi terlebth dahulu, kemudian pelaku usaha
mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Daerah, Adapun persyaratan-persyaratan
hygiene sanitasi makanan 10
1. Bahan makanan.

a. Bahan yang akan diolah terutama daging, susu, telor, ikan/ udang dan
sayuran harus baik, segar dan tidak rusak atau berubah bentuk, warna dan
rasa, sebaiknya berasal dari tempat resmi yang diawasi.

b. Bahan terolah yang dikemas, bahan tambahan dan bahan penolong
memenuhi persyaratan keputusan menteri kesehatan yang berlaku.

2. Makanan terolah :
a. Makanan yang dikemas :
1). Mempunyai label dan merk.
2). Terdaftar dan mempunyai nomor daftar.
3). Kemasan tidak rusak/ pecah atau kembung.
4). Belum kadaluarsa.
5). Kemasan digunakan hanya untuk satu kali penggunaan.
b. Makanan yang tidak dikemas :
1). Baru dan segar
2). Tidak basi, busuk, rusak atau berjamur.
3). Tidak mengandung bahan yang dilarang.

3. Makanpan jadi.
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a. Makanan tidak rusak,busuk atau basi yang ditandai dari rasa, bau,
berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma atau adanya
pengotoran lain.

b. Memenuhi persyaratan bakteriotogis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

¢. Angka kuman E. Coli pada makanan harus 0/gr contoh makanan.

d. Angka kuman E. Coli pada minuman harus 0/gr contoh makanan.

e. Jumlah kandungan logam berat residu pestisida, tidak boleh melebihi
ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku.

Disamping itu  menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.

715/MENKES/SK/V/ 2003 pasal 9 ayat (1) mengatakan :
“Pengolahan makanan oleh jasaboga harus memenuhi persyaratan hygiene

sanitasi pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan™.

B. Kewajiban pelaku usaha ditinjau dari peraturan perundang — undangan.

Industri yang bergerak dalam pengolahan dan penyajian makanan siap santap
yang disebut industri jasaboga atau jasaboga telah berkembang dengan pesat,
untuk meningkatkan citra dan keamanan makanan perlu diadakan penyuluhan dan
pembinaan bagi pengusaha jasaboga akan pentingnya kebersihan dalam
penyediaan, persiapan makanan, bahan pangan yang bermutu baik, cara-cara
pengolahan, penyimpanan dan penyajian yang baik. Dengan demikian perlunya
peraturan perundang-undangan untuk mengatur kewajiban dari pelaku usaha
jasaboga dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen jasaboga agar

makanan yang dihasilkan tetap terjaga kualitas serta kebersihannya.
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Maka perlu kita ketahui kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha jasaboga
dengan tidak melupakan hak dan kewajiban konsumen, namun dalam hal ini
penulis lebih menitikberatkan pada kewajiban pelaku usaha jasaboga disebabkan
banyaknya kasus-kasus keracunan disebabkan pelaku usaha tidak melaksanakan
prosedur yang baik dalam pengolahan makanan dan lain sebagainya.

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 dijelaskan dalam pasal 7 vaitu :

“ Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif’,

d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba
barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas
barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/

atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan
perjanjian.”

Pelaku usaha jasaboga dalam menjalankan usahanya tentunya harus bertikad
baik dikarenakan merupakan salah satu asas dalam hukum penjanjian Yaitu pada
pasal 1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,
dengan adanya asas dalam perjanjian tersebut maka menimbulkan kewajiban bagi
pelaku usaha untuk menyediakan/menjual makanan yang hygienis sesuai dengan
peraturan yang ada.

Sehingga kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan |

pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen karena adanya hak-hak dari
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konsumen untuk diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disamping
adanya kewajiban konsumen dan hak pelaku usaha yang masing-masing harus
dihormati oleh para pihak, ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 4 Undang- ‘_
undang No. 8 tahun 1999 yaitu :

*“ Hak konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/ atau jasa;

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/ atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang
digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dar/ atau penggantian, apabila
barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

1. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.”

Sehingga menurut penulis adanya hak yang penting dalam upaya
perlindungan konsumen terutama dalam melindungi konsumen jasaboga yaitu hak
atas keamanan dan keselamatan sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian
fisik atau kesehatannya, hal tersebut sering diabaikan oleh pelaku usaha jasaboga
berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi disebabkan oleh makanan-makanan
yang disediakan oleh industri jasaboga dikarenakan pengusaha termasuk

pengusaha jasaboga pada umumnya tidak diharuskan mempunyai pengetahuan
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ketrampilan dalam praktek sanitasi yang baik dalam pengolahan dan penyajian
makanan. Schingga cara yang terbaik untuk mengatasi hal ini adalah ;"'
¢ Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pengusaha jasaboga
mengenai praktek sanitasi yang baik dalam mengolah dan mempersiapkan/
menyajikan makanan.
¢ Memberikan pengetahuan mengenai kemungkinan bahaya yang timbul jika
praktek pengolahan dan persiapan makanan tidak dilakukan dengan benar.
Kemudian pelaku usaha katering dalam melakukan usahanya harus
memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan keschatan sesuai dengan pasal
21 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
Pasal 21 ayat 1 :
“ Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi
masyarakat dani makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan
mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.”
Pasal 21 ayat 3 :
“ Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan
kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Kemudian dijelaskan dalam penjelasannya pasal 21 ayat 1 bahwa pemerintah
menetapkan standar dan persyaratan kesehatan agar makanan dan minuman yang .

bersangkutan aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian

! Wawancara di Dinas Kesehatan kota Surabaya, tanggal 13 juli 2004.
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dalam penjelasan pasal 21 ayat 3 bahwa untuk melindungi masyarakat, peredaran
makanan dan minuman hasil industri berskala besar dengan menggunakan
teknologi maju yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan
kesehatan dilarang peredarannya. Makanan dan minuman yang diproduksi
masyarakat seperti industri Tumah tangga adalah perajin makanan dan minuman
yang masih dalam taraf pembinaan dan pengawasan perlu diterapkan persyaratan
yang menyangkut kebersihan dan sanitasi agar tidak tercemar kotoran, jasad renik
dan bahan berbahaya. Makanan dan minuman, yang diproduksi oleh masyarakat
separti industri rumah tangga, pengrajin makanan dan minuman, belum dikenakan
sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Pemerintah
mengharuskan produsen untuk menarik dari peredaran, makanan dan minuman
yang dilarang serta mengawasi pelaksanaannya.

Dari penjelasan diatas maka pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi
standar dan persyaratan kesehatan, terhadap penjelasan pasal 21 ayat (3) maka
diketahui bahwa makanan dan minuman hasil dan industri berskala besar dilarang
peredarannya ini berlaku juga terhadap pelaku usaha katering karena pelaku usaha
katering dalam kegiatan usahanya harus memiliki sertifikat hygiene sanitasi,
sertifikat tersebut adalah sebagai upaya untuk mengendalikan faktor makanan,
orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan
penyakit atau gangguan kesehatan, ketentuan tersebut berdasarkan pasal 1 angka
(4) Keputusan Menteri Kesehatan No. 715/ MENKES/ SK/ V/ 2003, namun .
berdasarkan Keputusan Menteri tersebut pelaku usaha katering yang tergolong

ketering yang berskala kecil seperti katering yang dikelola oleh keluarga
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keluarga diharuskan juga untuk memiliki izin dan sertifikat hygiene sanitasi,
golongan jasaboga tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri
Kesehatan yaitu merupakan jasaboga golongan Al dan selanjutnya akan
dijelaskan oleh penulis dalam persyaratan-persyaratan jasaboga.

Dan ketentuan tersebut maka jasaboga berskala kecil dan besar yang tidak
mempekerjakan tenaga kerja sampai jasaboga yang mempekerjakan tenaga kerja
diharuskan untuk memiliki izin usaha dan sertifikat hygiene sanitasi. Selain itu
pengusaha jasaboga dan/ atau penanggung jawab jasaboga wajib untuk memenuhi
syarat hygiene sanitasi yang merupakan ketentuan-ketentuan teknis keschatan
yang ditatapkan terhadap produk jasaboga dan perlengkapannya yang meliputi
persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika, Faktor Bateriologis adalah senyawa-
senyawa’kuman-kuman yang dapat mempengaruhi proses pengolahan makanan.
Faktor kimia adalah bahan-bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan
aturan sehingga dapat membahayakan konsumen. Faktor fisika adalah berkaitan
dengan proses penyimpanan makanan harus sesuai dengan suhu yang telah

ditentukan agar tidak terjadi pembusukan.

C. Pengawasan dan Pembinaan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Didalam kegiatannya pelaku usaha jasaboga dibina oleh Dinas Kesehatan dan
diawasi oleh Kepala Kesehatan Kabupaten/ Kota. Di dalam pasal 10 ayat (1)
Keputusan Menteri Kesehatan No. 715/ MENKES/ SK/ V/ 2003 dijelaskan :

“ Pembinaan teknis penyelenggaraan jésaboga dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/ Kota”,
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dan pasal 11 ayat (1) dijelaskan :
“ Pengawasan pelaksanaan keputusan int dilakukan oleh kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota.”
Maka perlu dijelaskan bentuk pengawasan dan pembinaan yaitu :'?
1. Pembinaan.

Untuk pemeriksaan berkala terhadap jasaboga, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota dan Asosiasi Jasaboga setempat menyampaikan hasil
pemenksaan jasaboga kepada Bupati/ Walikota dan disebarluaskan kepada
masyarakat.

2. Uji Petik.

Dinas Kesehatan sewaktu-waktu dapat melakukan uji petik audit hygiene
sanitasi dan pengujian mutu jasaboga untuk menilai kondisi fisik, fasilitas dan
lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), tingkat cemaran makanan
dan atau dalam hal ada kejadian luar biasa/ wabah dan keadaan yang
membahayakan lainnya, Uji Petik dilaksanakan dalam rangka pemantapan
pelaksanaan pengawasan dan untuk tyjuan pembinaan dan pengembangan
pengawasan jasaboga yang lebih profesional. Biaya pelaksanaan uji petik
dibebankan pada anggaran Pemerintah.

Kemudian penilaian dari pengawasan ialah meliputi:"’
1. Jumlah jasaboga yang telah terdata, jumlah penjamah, jumlah penduduk yang

dilayani dan sebaran pelayanan jasaboga.

12 K eputusan Menteri Kesehatan No. 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene
Sanitasi Jasaboga.
" Ibid.
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BAB Il

UPAYA HUKUM YANG DAPAT
DITEMPUH KONSUMEN APABILA
TERJADI KERUGIAN OLEH
PELAKU USAHA JASABOGA
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BAB LI
UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH KONSUMEN APABILA

TERJADI KERUGIAN OLEH PELAKU USAHA JASABOGA.

A. Tanggung gugat pelaku usaha jasaboga berdasarkan Undang-Undang

Perlindunean Konsumen dan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dalam bab II telah dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha
jasaboga terhadap konsumen dalam menjalankan usahanya disertai macam-
macam penggolongan jasaboga, sehingga dapat kita ketahui jenis-jenis jasaboga
sampal kepada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha
Jasaboga untuk memperoleh sertifikat hygiene sanitasi dan izin usaha jasaboga.

Berdasarkan hal tersebut persyaratan-persyaratan jasaboga menjadikan dasar
untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi berdasarkan
ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia nomor 715/MENKES/SK/V/2003 telah mengatur hal tersebut
yang bertujuan bagi kepentingan konsumen agar dilindungi dari makanan dan
minuman yang dikelola oleh jasaboga agar tidak membahayakan kesehatan.

Pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian konsumen akibat
mengkonsumst makanan yang dihidangkan oleh pelaku usaha jasaboga, dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat

(1) dijelaskan bahwa :

38
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“ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Kemudian dalam pasal 19 ayat (2) diatur pula mengenai bentuk ganti

kerugian, pasal tersebut menjelaskan bahwa :
“ Ganti rug1 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tanggung gugat pelaku usaha untuk memberikan kompensast, ganti kerugian
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19, didasarkan pada hak konsumen yang
dijelaskan pada pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

“ Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya. “

Hak tersebut timbul akibat kerugian konsumen akibat memakai atau
mengkonsumsi barang/jasa yang rusak atau tercemar dari pelaku usaha, kerugian
dari konsumen dapat berupa materi atau kerugian menyangkut kesehatan fisik
seperti sakit, cacat bahkan kematian, menurut Undang-undang Perlindungan
konsumen pada pasal 19 ayat (2) ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang
atau kompensasi untuk mengganti barang yang lain/setara nilainya atau perawatan
keschatan dan/atau pemberian santunan apabila konsumen menderita kerugian

fisik maupun jiwanya.
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Dengan demikian untuk menghindari dari kemungkinan terjadinya keracunan
makanan maka pelaku usaha wajib mengetahui larangan-larangan dalam
memproduksi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 19 ayat
(1) huruf a dijelaskan bahwa :

“ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pelaku usaha tidak memperhatikan proses pengolahan dan mutu
barang yang tercantum dalam pasal 19 ayat (1) huruf e yaitu :

“ Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut.”

Larangan tersebut diatur agar barang dan/atau jasa yang beredar merupakan
produk yang layak edar dan berkualitas.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan dapat kita ketahui mengenai tanggung
gugat pelaku usaha jasaboga, dalam Kepmenkes No. 715/MENKES/SK/V/2003
pasal 6 dijelaskan bahwa :

“ Pengusaha dan/ atau penanggung jawab jasaboga wajib menyelenggarakan
Jasaboga yang memenuhi syarat hygiene sanitasi sebagaimana yang ditetapkan
dalam keputusan ini. <

Kemudian dijelaskan dalam pasal 7 :
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“ Penanggung jawab jasaboga yang menerima laporan atau mengetahui adanya
kejadian keracunan atau kematian yang diduga berasal dart makanan yang
diproduksinya wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setempat guna dilakukan Jangkah-langkah penanggulangan.”

Dalam hal terjadi keracunan atau kejadian luar biasa (wabah) maka
pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan seperti mengambil
sample dan spesimen yang diperlukan, kegiatan investigasi dan kegiatan survei
lainnya, kemudian pemeriksaan sample dan spesimen jasaboga dilakukan di
laboratorium, ketentuan tersebut berdasarkan atas penjelasan pasal 12 Keputusan
Menteri Kesehatan No. 715/MENKES/SK/V/2003. Dalam pengambilan contoh
dan spesimen dilakukan terhadap jenis makanan yang dicurigai dalam rangka
menegakkan diagnosa atau menganalisis tingkat cemaran makanan, pengambilan
contoh makanan dan spesimen yang dimaksud yaitu contoh makanan, contoh usap
alat makanan, contoh usap alat masak, contoh air dan contoh lainnya yang
diperlukan dalam pengawasan jasaboga.*

B. Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi.

Dalam hal terjadi keracunan kepada konsumen, maka menjadi hak konsumen
sebagai pihak yang mengkonsumsi/memesan makanan yang tidak hygienis
tersebut untuk menuntut pertanggung jawaban dari pihak jasaboga, yang mana
perbuatan yang merugikan konsumen tersebut dapat dituntut berdasarkan wan

prestasi.

"“Keputusan Menteri Keschatan No. 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene
Sanitasi Jasaboga.
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Dalam hal kerugian dari pihak konsumen didasarkan atas wanprestasi, maka
terlebih dahulu adanya hubungan hukum atau perjanjian antara kedua belah pihak
berdasar pasal 1234 BW, kedua belah pihak tersebut adalah pihak pelaku usaha
jasaboga/ produsen dengan pihak konsumen/ pemesan sedangkan pihak ketiga
yaitu pihak yang tidak terikat dalam perjanjian tersebut berdasarkan pasal 1340
BW, tidak dapat menuntut pertanggung jawaban berupa tuntutan ganti rugi
berdasarkan alasan wanprestasi, contoh kasusnya : jasaboga A melakukan
perjanjian dengan konsumen/ pemesan B kemudian makanan tersebut
dihidangkan pada suatu pesta, karena makanan tersebut tidak hygienis maka
terjadi keracunan pada tamu-tamu/ pthak ketiga pada pesta tersebut.

Akibat adanya perbuatan wanprestasi, maka perlu kita ketahui bentuk-bentuk
penyebab- terjadinya wanprestasi akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah
disepakati oleh para pihak yaitu :°

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestast.
c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Akibat terjadinya wanprestast maka mengharuskan pihak jasaboga untuk
bertanggung jawab atas tejadinya keracunan makanan, pemesan/ konsumen dapat
menuntut yaitu dengan pembatalan perjanjian atau dengan penggantian kerugian.
Ketentuan tersebut berdasar pada pasal 1243 BW jo pasal 4 huruf h Undang-

undang No. 8 Tahun 1999, kemudian terhadap pihak jasaboga sendiri berdasarkan

15 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,
Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 128
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 bahwa Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan tegas berupa sanksi
administratif yaitu dengan teguran lisan, teguran tertulis, sampal dengan
pencabutan sertifikat hygiene sanitasi jasaboga, tercantum dalam pasal 13 ayat 1
yaitu :

“ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan
administratif terhadap jasaboga yang melakukan pelanggaran atas keputusan ini.”
Dan pasal 13 ayat 2 yaitu :

“ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran
lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat hygiene sanitasi
jasaboga.”

Kemudian terhadap kerugian konsumen maka disamping tuntutan ganti rugi,
konsumen juga dapat menuntut pembatalan perjanjian akibat dari mengkonsumsi
makanan dan pelaku usaha jasaboga.

Jika konsumen yang dirugikan hendak mengajukan gugatan berdasarkan
wanprestasi, maka konsumen selaku penggugat hanya menggugat terbatas pada
konsumen yang mempunyai hubungan hukum dengan pengusaha jasaboga dan
bila yang dirugikan adalah undangan/pihak ketiga maka sulit bagi mereka untuk
memakai dasar hukum wanprestasi untuk mengajukan gugatan kepada pelaku
usaha jasaboga, pihak ketiga hanya dapat mengajukan gugatan berdasarkan

perbuatan melawan hukum.
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C. Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum.
Dalam hal adanya perbuatan melanggar hukum maka terdapat perbedaan

dengan wanprestasi. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar
hukum tidak berdasarkan atas adanya suatu perjanjian sebelumnya, sehingga
pihak ketiga yang terlepas darn perjanjian antara pihak jasaboga dengan pemesan/
konsumen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum
dari pihak pelaku usaha jasaboga.

Agar dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum
maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; dan
4. Adakesalahan.
(1) Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum dapat berupa beberapa perbuatan antara lain :'¢
a. Melanggar hak orang lain;
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
c. Berlawanan dengan kesusilaan; dan
d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam

pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

' I M van Dunne dan van der Burght, Perbuatan Melawan Hulum, dikutip dari Ahmadi Miru dan
Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo, jakarta, 2004, h. 130.
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Unsur yang pertama adalah melanggar hak orang lain yang berarti bahwa tidak
boleh merusak barang orang lain tanpa adanya kewenangan, dengan adanya
perbuatan tersebut maka harus adanya kesalahan dan orang yang bersangkutan
sehingga tidak serta merta tanggung gugat tersebut timbul."’

Unsur yang kedua adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si
pembuat, kewajiban hukum tersebut adalah kewajiban menurut perundang-
undangan baik dalam hukum privat maupun dalam hukum publik namun
diperlukan juga syarat-syarat lain yaitu :'®

Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau diancam;
a. Kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar; |
b. Kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 BW;

c. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap si penggugat, mengingat
sikap dan perbuatan sendiri;
d. Tidak ada alasan pembenar.

Unsur ketiga yaitu pelanggaran terhadap kesusilaan tidak mendapat

banyak pembahasan namun pelanggaran terhadap kesusilaan terjadi bila

melakukan pelanggaran dimuka umum atau tidak pantas untuk dilakukan

dimuka umum.

Unsur keempat yaitu adanya sikap kehati-hatian yaitu adanya sikap

kehati-hatian dari pelaku usaha jasaboga dalam melayani konsumen sehingga H
adanya tanggung gugat pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. . |
7 Ibid., h.131.
18 Tbid,
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(2) Kerugian

Menurut Neuwenhuis kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang
disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian dapat
dibagi menjadi 2 yaitu kerugian yang menimpa din dan harta benda seseorang,
kerugian yang menimpa diri berkaitan dengan keracunan makanan yang diderita
oleh konsumen akibat tidak hygienisnya makanan yang dihidangkan.

kedua kerugian tersebut dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan) serta
dalam menentukan besarnya kerugian maka sedapat mungkin bahwa dengan
adanya ganti kerugian dapat mengembalikan posisi konsumen seperti semula.
(3) Hubungan Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat atau kausalitas dikenal dengan adanya teori adequat
yaitu bahwa akibat tersebut disebabkan oleh faktor yang secara yuridis relevan
yakni yang dapat menimbulkan akibat itu. Sehingga apabila perbuatan itu tidak
dilakukan atau pelaku usaha jasaboga mentaati peraturan tentang hygiene sanitasi
maka keracunan tidak akan terjadi. |
(4) Kesalahan

Pasal 1365 BW merupakan syarat-syarat terjadinya perbuatan melanggar
hukum, pada salah satu syaratnya tercantum adanya kesalahan, kesalahan tersebut
mempunyai 3 unsur yaitu :'°
1. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;

2. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya;

1 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,
Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, jakarta; 2004, h. 140
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(a) Dalam arti objektif : sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;
(b) Dalam arti subjektif : sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya;
3. Dapat dipertanggung jawabkan : debitur dalam keadaan cakap.

Dalam dasar gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum didalam HIR
adanya unsur kesalahan harus dibuktikan oleh konsumen sebagai pihak yang
dirugikan.

Menurut pasal 163 HIR yang menyatakan :

“ Barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu
perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,
maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Kemudian pula pada pasal 1865 BW menyatakan bahwa pembuktian ada
pada penggugat atau orang yang mendalilkan suatu peristiwa, maka didalam HIR
maupun BW beban pembuktian adalah sama yaitu ada pada penggugat atau
konsumen, yang mana memberatkan pihak konsumen karena dikenakan beban
pembuktian.

Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan konsumen
maka beban pembuktian ada pada pihak produsen yang harus membuktikan
adanya kesalahan sebagaimana dijelaskan pada pasal 28, dengan demikian
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut beban pembuktian terbalik.

Sehingga bila konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi makanan yang
diproduksi oleh pelaku usaha jasaboga, maka sebaiknya dasar gugatan yang
dipakai untuk menggugat pelaku usaha jasaboga adalah Undang-Undang

Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha jasaboga yang harus membuktikan
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bahwa mereka bersalah atau tidak bersalah. Kemudian adanya tanggung gugat
resiko dalam pasal 1367 ayat 3 yang menyatakan bahwa majikan/pengusaha
jasaboga bertanggung gugat atas kesalahan dan perbuatan melanggar hukum dari
pihak bawahan/karyawannya tanpa adanya kesalahan dari pihak pengusaha
jasaboga.

D. Penvelesaian sensketa konsumen

Dalam hal terjadi sengketa antara para pthak maka dapat diselesatkan melalui
2 cara yaitu melalui pengadilan atau diluar pengadilan namun para pihak dapat
menyelesaikan secara damai apabila dengan kesepakatan para pihak bahwa
penyelesaian tersebut dapat memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 45 ayat 2.
Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan melalui peradilan di lingkungan
peradilan umum berdasar pada pasal 45 ayat 1, sedangkan penyelesaian di luar
pengadilan dapat di selesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) agar adanya kesepakatan para pihak dan tidak terulang lagi kerugian yang
dialami oleh konsumen sesuai pasal 47.

1. Penyelesaian melalui BPSK

Pengaturan mengenai BPSK ada dalam Undang-Undang Perlindungan
konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) selanjutnya diatur secara
khusus mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yang merupakan peraturan pelaksana dari

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
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Menurut Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan bentuk penyelesaian diluar
pengadilan, yang dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat II bertugas untuk
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.
Dalam hal int para pihak dapat menyelesaikan melalui BPSK dengan cara
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Mediast adalah merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen diluar
pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat, didampingi oleh majelis
yang bertindak aktif sebagai mediator dan penyelesaiannya diserahkan kepada
para pihak, berdasarkan pasal 1 angka 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 350/MPP/KEP/12/2001. Kemudian penyelesaian sengketa
dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis dan
ditandatangani oleh para pihak. Pepganjian tertulis tersebut dikuatkan dalam
bentuk keputusan BPSK yang bentuknya adalah perdamaian sehingga
keputusannya tidak mengikat para pihak.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa
didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator, dan
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, berdasarkan pasal 1 angka 9
Keputusan Menteni Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/KEP/12/2001.
Kemudian penyelesaian sengketa dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang

dibuat dalam perjanjian tertulis, ditandatangani oleh pihak yang bersengketa.
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Perjanjian tertulis tersebut dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK yang
bentuknya adalah perdamaian sehingga keputusannya tidak mengikat para pihak.

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
yang dalam hal im1 para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya
penyelesaian sengketa kepada BPSK dan diputuskan oleh majelis yang bertindak
sebagai arbiter, berdasarkan pasal 1 angka 11 dan pasal 5 ayat 3 Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/KEP/12/2001.

Penyelesaian secara mediasi, konsiliasi dilakukan sepenuhnya oleh para pihak
didampingi oleh pihak yang netral yaitu mediator pada penyelesatan secara
mediasi dan konsiliator pada penyelesaian secara konsiliasi. Penyelesaian
didahului dengan adanya kesepakatan para pihak dituangkan dalam perjanjian
tertulis dan ditandatangani para pihak, kemudian kesepakatan tersebut akan
dikuatkan dalam bentuk putusan, berdasarkan pasal 6 Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan.

Penyelesaian secara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh
majelis yang bertindak sebagai arbiter berdasarkan perjanjian arbitrase yang
dibuat para pihak. Hasil dari putusan arbitrase bersifat fina] dan mengikat
memiliki kekuatan eksekutortal dengan meminta eksekusi ke pengadilan.

Apabila tegjadi kerugian pada konsumen maka menurut Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan maka menjadi wewenang dart BPSK untuk
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugiamrdi pthak konsumen;
apabila tegadi kerugian maka berdasarkan pasal 12 Keputusan- Menteri

Perindustrian dan Perdagangan, putusan dan penetapan dari BPSK mehputi juga
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ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Ganti rugi itu dapat berupa pengembalian
uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan

Apabila terhadap keputusan BPSK para pihak keberatan maka dapat
mengajukan banding kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 hari setelah
menertma putusan dari BPSK, kemudian pihak yang bersangkutan dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan negeri
paling lambat 14 han setelah dikeluarkan putusan pengadilan negeri.

2. Penyelesaian melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga yang
bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalw peradilan umum
berdasar pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun
berdasarkan hasil wawancara di BPSK maupun di Pengadilan negeri masih belum
adanya kasus yang masuk mengenai keracunman makanan dan pelaku usaha
jasaboga dan dalam acara peradilannya hanya para pihak saja yang masuk dalam
ruang sidang. *°

Upaya untuk menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan pasal 45 ayat 4
Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui pengadilan dimungkinkan

apabila :*!

20 wawancara di BPSK dan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2004.
! Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo, Jakarta,
2004, h. 234,
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Pada gugatan perwakilan kelompok harus terdapat kesamaan fakta atau
peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial,
serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota
kelompoknya, berdasarkan pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2002.
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a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan, atau
b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak

berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

E. Pengajuan gugatan class action

Terjadinya keracunan makanan dari pelaku usaha jasaboga menimbulkan
korban yang tidak sedikit karena banyak yang mengkonsumsi makanan yang tidak
bersihhygienis maka menimbulkan suatu pertanggung jawaban dari pihak
jasaboga untuk memberikan jasaboga sehingga pthak yang dirugikan dapat
menggugat dengan gugatan class action.

Gugatan class action dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen, yaitu
suatu prosedur hukum yang memungkinkan banyak orang bergabung untuk
menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan 2
tercantum pada pasal 46 ayat 1 huruf b, kemudian gugatan tersebut diajukan
kepada pengadilan umum.

Gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2002 pasal 1 huruf a adalah merupakan suatu tata cara pengajuan
gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan
gugatan untuk din atau diri-dini mereka sendin dan sekaligus mewakili

seckelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau

dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

2 Ibhid., h. 231
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BAB IV

PENUTUP
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BAB 1V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
1. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, pelaku usaha jasaboga berkewajiban untuk memberikan
kompensasi ganti kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi makanan
yang tidak hygienis, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
No. 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi
Jasaboga maka semua pelaku usaha jasaboga wajib mempunyai izin usaha
dan sertifikat hygiene sanitasi.

2. Jika konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak
hygiemis dart pelaku usaha jasaboga, maka konsumen dapat mengajukan
gugatan berdasarkan wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau Undang-
undang Perlindungan Konsumen, sedangkan pengajuan gugatan oleh
Konsumen dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan
melalui BPSK atau penyelesaian melalui peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum.

B. Saran-saran.

L. Perlu dilakukannya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bagi pelaku
usaha jasaboga secara pertodik oleh dinas keschatan agar kasus-kasus
keracunan dapat dihindari sedangkan untuk katering kecil/ industri rumah

tangga dapat dilakfjkan penyuluhan misalnya melalui ibu-ibu PKK pada
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tingkat kelurahan sampai tingkat propinsi tentunya bekerjasama dengan dinas
kesehatan kabupaten/kota.

2. Bagi pelaku usaha jasaboga yang terbukti menyebabkan kerugian
konsumen berupa kejadian keracunan yang bersifat masal maka harus
diberikan sanksi yang berat bagi pelaku usaha jasaboga yaitu dengan
pencabutan izin usaha, pencabutan sertifikat hygiene sanitasi sampai

penutupan tempat usaha jika terbukti melanggar.
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CONTOH PERMOHONAN LAIK HYGIENE SANITASI ...............(Form JB. 1)

Kepada Ylh :
Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
di . , ‘

Saya yang berlandatangan di bawah Im

Nama R
Umur P lahun

Nomor KiP '

Alamat

sas tecees sanana

Mengajukan pefmohonan kepada Bapak untuk mendapatkan Sertlﬁ«at Lalk
Hygiene Sanilasi- Jesaboga. sebagai dasar untuk: mendapalkan zin Usaha
dari Pemerintah Daerah adapun :

NamaPerusahaan
Golongan

Bersama ini kami lampirkan folocopy sebagai kelengkapan berkas
permohonan Serlifikat Laik Hygiene Sanitasi, sebagai berikut :

KTP pemohon vang berlaku

Denah bangurian

Pernyalaan dan Penunjukkan sebagai pananggungjawab

Sertifikal/ljasah T'enaga" yang memiliki  pengetahuan
penyeha*anlhygmne sanitasi Makanan

SerhﬁkaUPlagam Kursus D 2. Pengusaha D b Penjamah

Rekomendasn dan Asoq:asu Jasaboga

oo oot d

Demlkuan permohonan kaml dengan harapan Bapak dapat me!ulus.«an untuk
memberikan Sertifikat Laik Hygtene Samlas1 ‘Jasaboga yang kaml kelola, dan
kami mcngu‘apkan lenma kasih.

e 200:
Pemohon
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UdJi KELAIKAN FiSIK

LENTER! KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK HYGIENE SANITASI MAKANAN JASABOGA

Nama Perusahaan
Nomor Pengusaha
Nama Pemeriksa

Alamal Perusahaan
Tanggal Penilaian-

No URAIAN

10808 |

LOKASI, '
BANGUNAN, FASILITAS -

1 Halaman bersih, rapi, j

kering: dan bérjarak
sedikitnya 500 meter
dari sarang lalat

dari - sumber
pencemaran '

6. | Pintu dan jendela dibuat

dengan baik dan kuat.
Pintu- dibuat menutup

| sendiri, membuka kedua

arah dan dipasang alat
penahan lalat dan bau-

" . | bauan. Pintu dapur yang

berhubungan keluar,

membuka ke arah |uar.

tempat permbuangan |
sampah, serta lidak |
tercium bau busuk atau }

URAIAN

lidak sedap yangberasal |-

FORM.JB.2 A

10808

PENCAHAYAAN

2. | Konstrukst  bangunan.
kual, aman, lerpelihara;
bersih dan bebas dari
barang-barang yanrg

parang sisa

lidak berguna  atau |

Pencahayaan  sesuai
dengan kebutuhan dan
tidak mentmbulkan
bayengan. Kuat cahaya

sedikitnya 10 fc pada

bidang kerja

3. jLantai rapél, air, kering,
terpelihara dan mudah
dibersihkan. :

4. | Dinding, - langil-langil’
dan perlengkapannya
dibual dengan - baik,

dari debu.

5. | Bagian dinding yang
kena percikan - air
dilapisi  bahen kedap

meler.

SKRIPSI

" PENGHAWAAN

—_——

-

lerpelihara can bebas.

Ruangan kerja maupun
peratatan dilengkagi
dengan venlilasi yang
baik sehingga dipercleh

" 1kenyamanan . dan

sirkulasi udara.

———— ey | .

| AIR BERSIH

ol

airsetinggi 2. {(due)

‘Sumber air bersih yang

aman, jumlannya cukup

4

dan air bertekanan
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AIR KO TOR

|

10.

Pembuangan air kotor
deri  dapur, kamar
mandi, WC dan air
hujan lancar, baik dan
kering sekitar.

—

FASILITAS CUCI
TANGAN DAN TOILET -

12.

Tersedia

bak [/ ‘tong
sampah yang cukup
uniuk menampung
sampah, dibuat anti

lalat, tikus dan dilapisi
kantong plastik. yang
selelau diangkat seliap
kali penuh. '

P

—

No.

URAIAN

10808

MAKANAN

RUANG PENGOLAHAN | -

Tersedia luas. -lantai
yang cukup untu pakerja
pada bangunan yang
terpisah  dari  lempal
lidur atau

mencuci pakaian

lempal ;.

14.

Keadaan  ruangan
bersih dari.barang yang

tidak berguna. Barang
tersebul disimpan rapi di.
qudang C

KARYAWAIL

5.

Semua karyawan yang
bekerja bebas “dari
penyakit infeks:,
penyakit kulit, bisul, luka-
lerbuka - dan  infeksi

(ISPA)

saluren pernafasan ales

N

SKRIPSI
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16. | Tangan selalu dicuci

-| bersih, kuku dipotony

higenis.

pendek, bebas kosmetik
dan perilaku yang

s

17,

| bebas perhiasan.

Pakaian kerja,
keadaan bersih, rambut
pendek = dan  tubuh

dalam | 1

MAKAMAN

18,

Sumbernys,
dan-ligak rusak.

keutthan | 5

19.

Bahan yang terolah|1
‘| dalam wadah / kemzsan

asli, terdaftar, berlabel
lidek kadaluwarsa.

PERLINDUNGAN
© MAKANAN |

1 20.

- serta

| dimasak (thawing)

Penanganan makanan | 5

yang polensi berbahiay
pada - suhu, cara dan
wakiu yang memadai
selama - penyimpanan
peracikan,  persiapan
penyajian dan
pengangkutan makanan
la  melunakkkan
makanan beku sebelum

to.

URAIAN

10808

21
-I.yang

Pehanganan makanan
" potensial
berbahaya karena tidak
ditutup - atau  disajikan
ulang.

N
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PERALATAN  MAKAN | . g1
DAN MASAK Mo fs. |+ URAIGH Bl *
2o | Perlindungan terhadap | KHUSUS GOLGNGAN
[ 7| peralatan makan dan A2.
masak dalam - cara : -
pembersihan, 29. | Pengeluaran ~ asap |1
| penyimpanan, B dapur _ dilengkapi
penggunaan danl: dengan aiat pembuang
pemeiiharaannya. asap
23 A'at makan dan masak 2 1 30. | Fasilites pencuciari | 2
" | yang sekali pskai tidak- - | dibuat dengan tiga bak
dipakai ulang. ' pencuci.
24. sglzs;leji ‘ahﬂpgim;cdla; 3. 31. | Tersedia kamar ganii| 1
1 a . . "
dari pernbersinan, sisa paaiany dan" ditengkapi
makanan, perendaman, dengan terr.pat
. dain penyimpanren  pakaian |
pRRcH ¢ (cker).
pembilasan. ' el
LAIN — LAIN ] *l CJUMLAY 74
25 Bahan racunlpestisi_dé—':—. .! KHUS_US GCLONGAN
" | disimpan  tersendiri © di |- | A3.
lempal yang aman,| | | e =
lerlindung § 32. | Saluran - pembuangan | 1
menggunakan label/| | - | limbai dapur dilengiapi
tanda yang jelas untuk | dsngan grease lrap. . i
fi kan. ‘ R =
__Tc.:guna an — ] | 33. | Tempat mernasak | 1
26 Perlindungan terhadap. A lerpisah = secara jelas
~ | serangga, likus, hewan| - dengan- tempat
peliharaan dem hewan: ! | penyiapan makanan
pengganggu lainnya. Ry ‘matang.
JUMCART ") T N
i - |65 34. | Lemari.  pznyimpanan | 4
KHUSUS GOLONGAN || dingin -dengan subu -
AT - | 5°C dilengkapi dengan
. Y, G t2rrmomeler pengganti
27 Ruang pengolahan | - O N B
| |makanan fidak dipakai 35,y Tersedia  kendarazn | 3
sebz&qi ruang tidur : pengangkut an
28 Tersedia 1 (satu) buah_. 4 | makanan yang khusus.
" | lemari es (kutkas) e o 7 = -
JUMLAH 70 . JUMLAH 83
—_— . — ' —
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/
HMENTER! KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA™ .
KHUSUS GOLONGAN & | KHUSUS GOLONGAN C
| 36. | Sudut lantai dan dinding--ﬂi _ .41' -Ventilasi ditengkapr | T
KORUS dengan alal pengalur
Lo, .
suhu.
37. | Tersedia ruang belajar |1 [ 42. { Air kran berlekanan 152
psi.

ash

38. | Alat pembus ' | S R .
A dilingf:;i ;Jirlg?an asap - 1 43. | Lemari-  penyimpanan | 4
: dingin tersedia untuk

: @ liap jenis bahan dengan
No. URAIAN el X sunu-  yang  sesuai
' B dengan suhu  yang
39. | Dilengkapi dengan {2 - | Sesuat kebuluhan.
saluran air panas unluk | - , =
pencucian, . . 44.;| Rak . pembawq 1
‘ : _ .- | makanan/alat dilengkapi
40. | Lemari pendingin aapat [4-{ | | . |denganroda penggerak.
mencapai suhu — 10 °C |- - ' '
JUMLAH | 92 1 1 JUMLAH 100
Pemeriksa :
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PETUNJUK PENGISIAN UJI KELAIKAN FISIK JB. 2A

A Penjetasan Umum :

1.

.U'\

Formulir ini digunakan untuk melakukaq uji «elaikan atau penilaian
jasaboga untuk mendapatkan Sertifikat Laik Hygtene Sanitasi Jaszboga.
Degunakan di lapangan dengan cara mengisi nilai pada kolom “X"
dengan angka: maksimum sebagaimana lerdapal dalam kolom bobot.
Nilai yang diberikan adalah angka satuan (bulat), untuk memudahkan
penjumlahan dan memperkecil kesalahan.
Contoh :  No.1. Dalam kolom bobot teriuhs 1, artinya nilai yang dapat
diberikan adalah 0 dan 1. _
No. 2. Kolom bobot tertulis 5, ad'nya nilai yang dapat
diberikan adalah 0, 1,2, 3, 4,dan 5
No. 3. Kolom bobot tertulis 3, artinya nilai yang dapat
diberikan adalah 0, 1, 2, ¢an 3. ,
Setiap uraian pemeriksaan (ilem) telah-menmpunyai bobot nilai masing-
masing, yaitu nilai lerkecil 1 (satu) dan nilai tertinggi 5 (lima).
Dasar pemberian bobol nilai berdasarkan liikk rawan (kl‘ltlSj dalam
menimbulkan kemungkir‘.an kerusakari- makanan (reference - . Ben
Fredman). A
Formuhr i ')erlaku unluk -semua golongan jasaoogs, dengan catatan
sehap goiongan mempunyai balas pcnllaldn sebagai berikut :
. Golongan Al sampan dengan nomor 28 dengan nilai bobot : 70.
¢ Go! ongen A2 sempai dergan nomor 31 denga1 nilai bobot ; 74.
« Go'ongan A3 sampa| dengan nomor 35 dengan nilai bobot : 82,
« Golongan B sampai dengan nomor 40 dengan nilai bobot : 62,
« Golongan C sampai dengan nomor 44 dengan nitai bobot : 100.

B. Pe'njelasan Khusus :

i

Lo

SKRIPSI

LUraian pemeriksaan  diobservasi  atau  diukur  di lapangan  dan
mencantumican tanda "X* atau “V* pada klom X yang dinilai telah
memeauli syarast C

Unluk setiap nomor yang dinifan I.anya ada salu dianiara 2 pilihan, yanu
memenuht syaral atau- lidak. Bilamana me»nurut periimbangan tehnis -
lebih banyzk cenderung kepada memenuhi persyaralan, maka berilah
landa pada kolomn X. dan bilamana menurul pertilmbangan tehnis lebih
banyak cenderung tidak memenuhn persyalc.lan kolom X dibiarkan
kosong.

Selelah -semua  nomor - d|peraksa sesua. dengan balas golongan
jasabega (hat huraf A butr S di alas), maka semuz nilai pada kolom

Perlindun'gan Hukum Terhadap... Haryo Prabawan
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bobot yang mempuny al tanda kolom X, dijumlankan sampai batas
golongan jasabcga kemudian ditssikan pada «ctak jumlah yang tersedia,
yang berdampingan dengan ju_mlah nilai bcbol- masing-niasing
item/obyek. - .
Uraian yang berbeda di luar balas-balas goiohgan walaupun mungkin
lerdapat di lapangan atau ditemukan selama observasi lidak periu
dinilai. - :

4. Nilai dari -hasil penjumiahan uraian yang telah memenuhi syarat,
menentukan terhadap dipenuhi tidaknya = persyaratan secara
keseluruhan, dengan kelentuan sebagai berikut -

a.  Unluk golongan A1 : minimal mencapal 65, atau 6.;!: 0 = 93%.
b.  Untuk golongan A2.: minimal mencapal 70, atau 71/74 = 94,5%.
c.  Untuk gotongan A3 : minimal mencapai 74 atau 75/83 = 92,5%.
d. Untuk golongan B : minimal mencapai 83, atau 84/92 = 90,2%,.
e. Untuk go!ohgan C : minimal mencapai 92', atau 92/100 = 82%.

5. Nilai pen]t;rmlahan séliap go!ongan'bila @ibéndixwgkah dengan angka 100
lotal nilai persyaralan terlinggi} berarti sebagai berikut :

—

a. Unluk golongan A1 antara 65— 70%.
b.  Untuk'golongan A2 antara 71 — 74%,
. Unluk golongar A3 antara 75 - 83%
d. Unluk golongan B antara 84 - 92%. -

e. Unluk golongan C antara 93 - 100%.

6. Formulir ini ditande langani oleh pelugas. pcmerlksa sebagai .aporan yji
kelaikan pemeriksaon iisik: ;asabpga yang diperlukan unluk mengambil
keputusan. - .
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WHEE

JAENTER: KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

FORM JB. 2B

'BERITA ACARA KELAIKAN FISIK

Pada hari ini .oooovoveeee. Tanggal

keiaikan fisik hygiene sanitasi jasaboga dengan foknn_;ﬂir JB. 2A‘terhadap :
Nama perusahaan

Golongan

Alamat

yang dilakukan oleh pelqgas pémeriksaan dari Asosiasi
Kesimpulan pemeriksaan fisik persyaratan hygiene sanitasi jasaboga, mendapat
nilai: ....... _ (oo cdengan hural.. o

sudah layak/belum layak ‘)'unluk mc:ndapalkan serti'ﬁkat, laik hygiene saniiasi.

Demikian berila acara ini dibual unluk dipergunakan seperlunya.

DUIEA woovrece v 2 MANUN o telah dilakukan penelitian uji

.................................................................................

M raeissasesesesaciras eeeeseicacveneses aisriiisa4esemnassTiecstrsEnAettanint

aate

D T

.............................................

.. 200...
Mengetzhu ‘ Pétugas pemeriksa jasaboga:
Kelua ASOSiasi. ... ... e )

-2,
( 2 3
*} Corel yang tidak parlu
; e et e e e -— - -
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AIRLANGGA

FORM. JB. 2C.

PENGAMBILAN / PENGIRIMAN CONTOH DAN SPECIMEN JASABOGA

Nama Perusahaan

Golongan ;
Tanggal p
Petugas y

eﬁgambilan

ang mengambil
Uraian conloh yang diambil :

.................................................................................

Tangga! diterima ... .. ...

SKRIPSI

Perlindungan Hljkum Terhadap...

—

Petugas Laboratorium: *

{No. Nama contoh / Code Ban'yak'n'ya" - Untuik Catatan
specimen S : “ |- diperiksa
1 (2) | (3) (4) ) (6)
R _ l
e 2000
PENGUSAHA, PETUGAS
L) {... )

Haryo Prabawan
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MENTER] KESEHATAN
REPUBLIK, INDOHESIA

PETUNJUK PENGISIAN .

FORM JB.2C

NO. TENTANG TULISAN CONTOH
1. Nama pért.rsah‘é'a_n_ Cukup jelég —
2. Golongan } —Cu!?up jelas o T
3. Tanggal pengambilan | Tanggal, bulan dan tahun . | 10 Juri 20C1
4. Petugas yan_g" Nama peiugas yéﬁg = Tengku Nazly 1
mengarbil ' melékukar{ pengambi}an
contoh - © | :
kolom (1) {Tiomorurutcontoh - 1.2, 3dst |
(?) "1 Nama édntoh/specimen 1) Daging B
yang diambil _ | _ 2j Usap alal piring
@ [Torkode dari contoh Ay, Az Bdst _
- (4) _ ‘Jum_lah saluan p-e_n'g'ambil 1) 250 gr ]
| gari contonispecimen | 2) 1 buah
' . 3) 500 cc
(BT 77| 'Sebutkanjenis . - | 1)E. Coli
- | pemeriksaan yang ingin z) Salmonella
| | dikerjakan ‘
©(6) Calatandisibiia - diaiabil dari kulkas
. diperlukan, diambil.dari - | - diambil gari sisa
- i , ‘makanan
SKRIPSI o Perlindungan Hukum Terhadap...
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HENTERI KESEHATAN -
- REFUBLIK INDONESIA

FORM JB. 2D

BERITA ACARA PENELITIAN PEMERIKSAAN CONTOH/SPECIMMEN

1 Pada hari ini.......‘..Tanggal’_..‘. Jbulan........ iahun..{ ...... telah dilakukan penelitian
hasil pemeriksaan iaboratonium ... Qi o terhadap

i contoh dan specimen dan jasaboga’:

Nama peruszhaai)

Gelongan

Alamat

Jumiah contoh dan specimen yang diperiksan: ............ e, buah
Jumlah yang tidak memenunhi syarat e e e en e buah

Demikian berita acara ini dibual untuk diperguha'kan‘ seperlunya.

.. 200...
Mengeiahui : - ' . Pelugaé pemeriksa jasaboga :
Ketua Ashsiasi ................. . I TS
e
oo )

Calaian : {51l pemeriksaan laboratorium disimpan dengan paik
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HENTER!I KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT REKOMENDAS! LAIK HYGIENE SANITAS! (FORM JB. 2E)
Nomor : ' 200,
Lampiran U

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Keqchalan KabupalﬂnIKota
di_

Perihal : Rekomendasi tail thiene sanitasi jas‘aboqa

Berdasarkan berita acara pemeﬂksaan fisik, benta acara pemenksaa" sampel
dan specimen untuk pemlalan persyaratan hygiene sarulaSt jasaboga yang telah
- dilaksanakan oleh tim pemeriksa " jasabega tanggal

Bersama ini kami sampankar\ bc.hwa
Nama ;asaboga
Alamat

Nama pemilik
Golongan jasaboga

Dapal diberikan/ditolak *j pemberian sertmka' Taik hygiene sanitasi
jasaboga dengan alasan seperti terlampir.

Demikian agar makium,

- Kelua Asosiasi
Jasaboga

") Coret vang tdak perlu

/
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. MENTERI {ESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BCNTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI
JASABOGA :

SERTIFIKAT
LAIK HYGIENE SANITASI JASABGGA

Nomor
Golorngan

Berdasarkan perlimbangan :

a. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 71b/MenkeslSK/V12003 tentang
Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga -

b. Keputusan Daerah Nomor.. .langgal .. ........ tentang Pengawaszn
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan

c. Telah memenuhi kelengkapan persyaratan admzmslram dan hasil pemeriksaan
uji kelaikan Hygiene Sanitasi Makanan. )

Diberikan Laik sementara / Laik tetap *) Hygiene Sanlta5| Jasaboga kepada :

1. Nama Perusahaan

| 2. Nama Pengusahal
Penanggung Jawab

3. Alamal Perusanaan . ... e e

Dengan ketenluan sebagai berikut :

1. Laik sementara hanya berlaku sélama 5 (enam) bulan

2 Laik letap berlaku selama 3 (liga) lzhun kecualiterjadi perubanan / mutasi, atau
lidak memenuhi Persyaralan hygiens sanitasi dan peraiuran perundangan yang

.....................................................................................

beriaku
Dik,e.l.uarkan di
Pada tanggal
Paspato :
“Kepala Cinas Kesehatar
s 6 Kabupaten/kota.............
4 X O Ci .
L— {nama lengkap)
/ o

*} Coret yang lidak perlu

o MENTERI KESEHATAN,

Dr;_"AC,HMAD SUJUDI
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MENTERI KESEHATAN
AEPUBLIK (NDONESIA

G. SERTIFIKAT KURSUS HYGIENE SANITASI MAKANAN

SERTIFIKAT KURSUS HYCIENE SANITASI MAKANAN

. NOMOR [ -----
-Berdasarkan kepada Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang
Persyaratan Hygiene Sanitasi .asaboga, ~ telah dilaksanakan
Evaluasi/Kursus Hygiene sanitasi "Makanan bagi
pengusaha/penanggungjawab yang diselenggarakan oleh . eeeny
pada tanggal ST bertempat di
T dan sesuai dengan Keputusan Keétua Tim Evaluasi
" NomoOr......o e, tanggal ... ... ., tenlang Penetapan Peserta

Yang Lulus Evaluasi Kursus: Hygiene samtaS| Makanan, dengan ini
memberikan serlifikat kepada. . i

Nama

Tempat tanggal lahir
Alamal

Pekerjaan / Jabatan
Perusahaan / Unit Kerja

Pemegang Serifikat ini telah. mcmenuhl syaral dan dlpdndang cakap uniuk
mengelola hygiene sanitasi nnkanan :

20
PENYEL ENGGARA PEU-\TIHAN
KETUA.
Pas Pholo-
berwarna
ukuran
Ax G cm
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MENTERI KESEHATAN . -
- HEPULLIK INDONESIA

——— e et e e e e o PR

SERTIFIKAT KURSUS PENJAIVIAH MAKANAN
[No] Vo) S——

Berdasarkan kepada Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SKA/2003  tentang
Persvaratan Hygiene Sanilasi Jasaboga, telah dilaksanakan Evaluasi / Kursus
Hygiene sanitasi Makanan bagi Penjamah Makanan yang diselenggarakan -
oleh ............... . pada tanggal ............ . bertempat di . cereqeeeneeennes, d2N
sesuai dengan Kepulusan Ketua Tim Evaluasi Nornor ........... , tanggal
................. . lentang Penretapan Peserta Yang Lulus Evaluasi Kursus RHygiene
sanitasi Makanan, dengan ini memberikan sedifikat xepada :

Nama : _
Tempat tanggal lahir
Alamat

Pekerjaxan f Jabatan _
Perusahaan / Unit Kerja - -

Pemegang Sertifikal i l(_iah memenuhi qyarat dan dipandangy cakap sebagai
Penjamah makanan (food handlnr) :

A 20
' , PENYELENGGARA PELATIHAN
: KETUA,
Pas itholo
ber~ama
ukuran
4x G cmn
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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA .

V. FORMULIR-FCRMULIR AUDIT HYGIENE SANITASI MAKANAN

FORM. JB.O

1. PENDATAAN JASABOGA (CATERING)

1. Nama Pengusaha e ...Nomer KTP ~ : ...
2. Nama Perusahaan renaaens Tahun_f_ﬁuléi produksi  :............
3. Alamal Perusahaan  “o......ioei. KatiKota ......... No. Telp:... .........
. 1; O Sempaidengan100 3. O 101 samoai
4. Kapasitas 1. 0 ampél ng§ 100 sampai 500
pengelolaan 2. O 501sampai 1.000 4. O lebin dari 1.000
fnorma alam) . - ' hidangan
sehari
5. Peclavanan-
a. | Jenis pelayanan 1.0 Punction 2.0 industrifkantor 3. O lainnya
L. | Sasaran 1.0  masyarakal umunmi seperli rumah tangga, pestz,
pelayanan : rapat,dil (golongan A.1, A2, den A.3)
2.00 masyarakat khusus -karyawan pabrik, kantor,
perusahaan, haji, ransmigrasi, oifshore,onshore dan{
pengangkutan galam negeri (golongan B)
2011, pesawal udara dan  pengangkulan internasional
. {golongan C}
¢. | Cara penyajiun 1.1 dos/ranlang 2. Oprasmanan/ 3.0 lainnya
: - oigplay/buffet
d. { Kendaraan 111 kendaraan Z. O kendaraan 3.0 lain-lain
pengangkutan Khusues bizsa
makanan | ) N
6. Pengelolaan
a. | Cara I. (] dikelolasecara - 2.0) dikelola secara sambilan
pengeiolaan prolesional Mtidak pr>fesicnal/amatic
b | Tenaga 1. -1 oleh keluarge {ayah, 2. O tenaga kerja orang
i | pengelolaan ibu, atau anak) lain/ karyawan .
N _ NS i -
SKRIPSI Perlindungan Hukum Terha‘d‘a'p...
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MENTERI KESEHATAN
REPURLIK (MDONESIA

c.{ Jumiah i 1, Z /  orang (termasukpengusaha jasavoga)
karyawan [

— W — e — .. .l___ . —— - —

d. | Tenaga I 1. 5_7 Orang (termasuk koki, pelayan, dan tukang
penjamah cuci peralatan makan can masak) ’
makanan (food - - :
handler) ’ 2. L/._'__; orang penjamah tetap

‘ ! 3./ / orang penjamah harian
| : . — .
7. Unil produksi
a. { Dapur 1.0 . dapur ruman tah_gga (bersatu dengan rumah tinggal) |
2.0 dapur khusus (bangunan khusus untuk jusaboga)
Luas fantai foe: oo X oo LT/ —7 m?
.b.| Jenis  tempat | 1. lLemaries | sa.0 yé, 0. L_/’ Tidak :
penyimpanan . ‘huah . : o
makanan o :
‘ 2. Freezer a. 0 ya b/ 7 tidak :
buah o
3. Kamarbeku :a0-ya b / tidak :
buah -
4. Lemari biasa : a[] 'ya, b /__’,7 lidak :
- buah S -
5. Rak-rak an ya, b. / / idak :
. buah ' ,

¢. | Gudang 1. 1) Penyimpanan pe‘_,ra'latan..dengan makanan kering dipisah
penympanan '

2. Penyimpanan peralatan bercampur dengan makanan
. kering -

d. | Sumber éur 113 PAM (ledeng) 3. O Sanyo, pompa

bersih tangan tertutup
lJ Sumur limba, pompa tangan
) lerbuka 4. 0 lain lain.

e. | Pemeriksaan 1.[;] Sudah dlpenksa B { 7 kali (hasﬂ pemenksaaﬂ[
kualitas  air | - - dilampirkan lengkap)
bersih _ : .

: |2.7d  Belum pernah
{. ] Bahan bakar 1.0 Minyak tanah 3. 0 gas. elpiji ‘
. 2.0 kayu bakar' 4.3 Lain-lain.
SKRIPSI o Pe;al;l-dtin-g;—alr;—l-l.ukum Terhadap... o
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AS AIRLANGGA

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
g. | Pemeriksaan "1.{'_‘_1 Sudan diperiksa @/ / kali' {hasil
contoh produk . ' cemeriksaan
makanan : : » ‘ : dilampirkan lengkap)

8. Unit pencucian

a. | Alat pencucian 1.0 Pencucian dengan tangan 2. ~#Tersedia mesin Cuci
' ' piring/gelas, dll.

b. | Bak pencucian | 1.0 tidak tersedia

o

O

(0 tersedia satu bak untuk semua keperluan
3. O tersedia dua bak pehcuclaﬁ

C_].

tersedia tiga bak atau lebih Untuk perendamah.
" pencucian / pembilasan dan desinfeksi/ sanitasi

.c. | Cara pencucian | 1.0 dilengkapi dengan saluran air panas

- tidak terSedia'sa!uran'air panas
d. | Banan 1.
pembersih.

N
Z g

“sabun biasa/sabun pada tmumnya/delerjen biasa

2.71  delerjen khusus untuk mencuci peralatan

¢. | Bahan 17 ~ Kaporit, chlor
desinfeksi/ ’ X S
saniiast - | .U . air panas, vap atau oven

! | | 3.0% tidak dilakukan desinfeksi/sanitasi

S

I 9. Pembuangan

limbat 1
a | Pembuangan 1.0 Diiaanu‘ng di tempal pernbuangan sendiri
samgah | ' :

I 2.3 dibuang ke tempat pembtuangan sampah umum,.

b. | Frekuensi 1.3 - sampah dapat diangkst sctiap hari dad tempat
pembuangan - | ~pembuzngan sendiri

oo S '

| 2.0 tidak terangKai seliap hari, sehingga sarapah masih
| g _ g P

| berumpuk. - ' -
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REPUBLIK INDONESIA
¢. | Pembuangan 1.1 disarana tersendiii yang dikonstruksi dengan baik
mbah caiv o
2.1} - dibuang ke sarana umuni (Qol/riod)
3.0 dibuang sembarangan
dof Al penangkap g G gn ian berfungsi . 2. () tidak ada
lemak (grease | ,
trap) - pada '
saluran liumbah
10. Lain-lain
3. | Penyediaan 1.0 Tersedia 2.0 tidakada
obat-cbalan , _ _
pencegah
kecelakaan
(PPPK)
b. | Pemeriksaan 1.0 ' Sudah diperiksa @ / / kali (hasil pemeriksaan
Keszhatan ' - - ditampirizan lengkap)
! karyawan , : '
2.1 Belum permah
'l Kamar  ganti| | B
& i P10 Ada 2. O dak ada
pakaian - dan|. -
lemari ¥
penyimpanan
pakaian
karyawan
(loker)
d-f Kamar . 1470) . ada . 2.0 tdakada
mandi/iotlel _ , S
yang lerpicah |
untuk pria dan
waniia
. 2. .
PENGUSAHAIPENANGGUNG & | - ... . ......200....
JAWAB JASABOGA, : o ‘(AN(J MENDATA,
(oo e ) B R ORI )
(tanda 1angan dan nama lerar.g) ' \tanda tangan dan nama terang)
—_— e ) _J .
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